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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa

Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 782 PK/Pdt/2016. Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan

bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah

satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris

berkewarganegaraan asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada UUPA

dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal

tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak

milik bagi warga negara asing yang mewaris berupa tanah hak milik menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia; dan pertimbangan hukum hakim mengenai Warga Negara Asing yang mewaris

berupa tanah hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Untuk menjawab

permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan

menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, Warga

Negara Asing tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris berkewarganegaraaan

Indonesia, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan

menjadi Warga Negara Asing, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang

berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi hak pakai

agar hak tersebut tidak hapus dan jatuh kepada negara.

......This thesis discusses the rights of foreign heirs to inheritance in the form of property rights of Indonesian

citizenship inheritors based on the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. Regulations

regarding ownership rights over land are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian

Basic Regulations (UUPA), where Article 20 of the UUPA states that Land Ownership Rights can be

transferred and transferred to other parties in several ways, one of which is because of inheritance. This

situation can cause problems if one of the heirs is a foreign citizen with an inheritance in the form of land

with freehold ownership, because the UUPA states that only Indonesian citizens can have property rights. In

this regard, the problems raised in this study are the rules regarding ownership of property rights for foreign

citizens who inherit in the form of freehold land according to laws and regulations in Indonesia; and judges'

legal considerations regarding foreign citizens who inherit in the form of freehold land in the Supreme Court

Decision Number 782 PK/Pdt/2016. To answer this problem, a juridical normative library research method

is used by examining the norms of legislation and legal theory. The research results of this thesis are that
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foreign citizens are still entitled to inherit property from an heir who is an Indonesian citizen, but within one

year since the heir changes nationality to become a foreign citizen, the heir must transfer his rights to

another person with status. Indonesian citizens or can reduce the status of the land rights to usage rights so

that these rights are not removed and fall on the state.


